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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah larangan bagi 
anggota dewan pengawas dan anggota direksi 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 dan bagaimanakah sanksi pidana 
bagi anggota dewan pengawas dan anggota 
direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2011 yang dengan menggunakan 
metode penelitian hukum normatif disimpulkan 
bahwa: 1. Larangan bagi anggota Dewan 
Pengawas dan anggota Direksi Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial yakni untuk 
mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi, 
tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai 
badan penyelenggara jaminan  sosial yang 
berbentuk badan hukum publik.  Bentuk-
bentuk larangan bagi anggota Dewan Pengawas 
dan anggota Direksi Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial dalam pengelolaan dana 
jaminan sosial sebagai upaya untuk 
memberikan jaminan kepastian hukum 
terpenuhinya hak peserta jaminan sosial untuk 
memanfaatkan pengembangan program 
jaminan sosial dan dapat dipergunakan 
seluruhnya untuk kepentingan Peserta. 2. 
Sanksi pidana bagi anggota Dewan Pengawas 
dan anggota Direksi, Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial, yakni dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan 
pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila 
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemberlakuan 
sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan 
efek jera bagi pelaku dan bagi anggota Dewan 
Pengawas dan anggota Direksi, Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial lainnya tidak 
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melanggar bentuk-bentuk larangan yang 
berlaku.    
Kata kunci: jaminan social; dewan pengawas; 
direksi; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Dalam penyelenggaraan sistem jaminan 
sosial anggota dewan pengawas dan anggota 
direksi (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 
BPJS tentunya harus menaati ketentuan-
ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur 
oleh peraturan perundang-undangan. Ada 
larangan-larangan yang perlu diperhatikan dan 
tidak dilanggar oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial dan apabila terjadi pelanggaran 
maka anggota dewan pengawas dan anggota 
direksi akan dikenakan sanksi adminsitrasi 
maupun sanksi pidana. 

Sanksi administrasi dan sanksi pidana 
dapat diberlakukan apabila Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial melakukan 
penyalahgunaan fungsi, tugas, kewenangan, 
hak dan kewajibannya, sehingga 
mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan 
tidak terpenuhinya hak-hak peserta program 
jaminan sosial.           

                                                
B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah larangan bagi anggota 
dewan pengawas dan anggota direksi 
yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011? 

2. Bagaimanakah sanksi pidana bagi 
anggota dewan pengawas dan anggota 
direksi berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2011? 

   
C. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan ialah 
metode penelitian hukum normative. 
 
PEMBAHASAN 
A.  Larangan Bagi Anggota Dewan Pengawas 

dan Anggota Direksi yang Diatur Dalam 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
menyatakan dalam Pasal 1 angka 11: Dewan 
Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya 
disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi 
untuk membantu Presiden dalam perumusan 
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kebijakan umum dan sinkronisasi 
penyelenggaraan sistem jaminan sosial 
nasional. Pasal 1 angka 12: Dewan Pengawas 
adalah organ BPJS yang bertugas melakukan 
pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS 
oleh direksi dan memberikan nasihat kepada 
direksi dalam penyelenggaraan program 
Jaminan Sosial.   

Pasal 1 angka 13: Direksi adalah organ BPJS 
yang berwenang dan bertanggung jawab penuh 
atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, 
sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, 
serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di 
luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 14: 
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Larangan bagi anggota Dewan Pengawas 
dan anggota Direksi Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 52: Anggota Dewan 
Pengawas dan anggota Direksi dilarang: 
a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat 

ketiga antaranggota Dewan Pengawas, 
antaranggota Direksi, dan antara anggota 
Dewan Pengawas dan anggota Direksi; 

b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan 
dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial; 

c. melakukan perbuatan tercela; 
d. merangkap jabatan sebagai anggota partai 

politik, pengurus organisasi masyarakat atau 
organisasi sosial atau lembaga swadaya 
masyarakat yang terkait dengan program 
Jaminan Sosial, pejabat struktural dan 
fungsional pada lembaga pemerintahan, 
pejabat di badan usaha dan badan hukum 
lainnya; 

e. membuat atau mengambil keputusan yang 
mengandung unsur benturan kepentingan; 

f. mendirikan atau memiliki seluruh atau 
sebagian badan usaha yang terkait dengan 
program Jaminan Sosial; 

g. menghilangkan atau tidak memasukkan atau 
menyebabkan dihapuskannya suatu laporan 
dalam buku catatan atau dalam laporan, 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau 
laporan transaksi BPJS dan/atau Dana 
Jaminan Sosial; 

h. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan 
aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; 

i. melakukan subsidi silang antarprogram; 
j. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau 

Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi 
yang tidak terdaftar pada Peraturan 
Pemerintah; 

k. menanamkan investasi kecuali surat 
berharga tertentu dan/atau investasi 
peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dan kesejahteraan sosial; 

l. membuat atau menyebabkan adanya suatu 
laporan palsu dalam buku catatan atau 
dalam laporan, atau dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, atau laporan 
transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan 
Sosial; dan/atau 

m. mengubah, mengaburkan, 
menyembunyikan, menghapus, atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan 
dalam pembukuan atau dalam laporan, atau 
dalam dokumen atau laporan kegiatan 
usaha, laporan transaksi atau merusak 
catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana 
Jaminan Sosial. 
Penjelasan Pasal 52 huruf (a) Yang dimaksud 

dengan “hubungan keluarga” adalah hubungan 
keluarga karena pertalian darah atau 
perkawinan. Huruf (c) Yang dimaksud dengan 
“melakukan perbuatan tercela” adalah 
melakukan perbuatan yang merendahkan 
martabat Dewan Pengawas dan Direksi. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
mengatur mengenai, Pengawasan, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat: 
(1) Pengawasan terhadap BPJS dilakukan 

secara eksternal dan internal. 
(2) Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh 

organ pengawas BPJS, yang terdiri atas: 
a. Dewan Pengawas; dan 
b. satuan pengawas internal. 

(3) Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh: 
a. DJSN; dan 
b. lembaga pengawas independen. 

Penjelasan Pasal 39 ayat (3) huruf (a) DJSN 
melakukan monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan program Jaminan Sosial. 
Huruf (b): Yang dimaksud dengan “lembaga 
pengawas independen” adalah Otoritas Jasa 
Keuangan. Dalam hal tertentu sesuai dengan 
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kewenangannya Badan Pemeriksa Keuangan 
dapat melakukan pemeriksaan. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,  
mengatur mengenai pemberlakuan sanksi 
adminsitratif terhadap  anggota Dewan 
Pengawas dan anggota Direksi Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial yang melanggar 
larangan-larangan sebagaimana diatur dalam 
undang-undang ini. Hal itu dinyatakan dalam 
Pasal 53 ayat: 
(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota 

Direksi yang melanggar ketentuan larangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, 
atau huruf f dikenai sanksi administratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang 
ditunjuk. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pemberhentian sementara; dan/atau 
c. pemberhentian tetap. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengenaan sanksi administratif diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Penyalahgunaan hak (misbruik van recht, 
abus de droit) terjadi apabila seseorang 
mempergunakan haknya secara tidak sesuai 
dengan tujuannya atau dengan kata lain, 
bertentangan dengan tujuan 
kemasyarakatannya. Hukum bermaksud untuk 
melindungi kepentingan-kepentingan 
masyarakat, maka penggunaan hukum tanpa 
suatu kepentingan yang wajar, dipandang 
sebagai penggunaan hukum yang melampaui 
batas atau menyalahgunakan hukum atau hak.3 

Sanksi hukum administrasi merupakan 
sanksi yang penerapannya tidak melalui 
perantaraan hakim. Pemerintah berwenang 
untuk bilamana perlu, tanpa keharusan 
perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak 
jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi 
adalah perbuatan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, sehingga 
secara prinsipil berbeda dengan pemberian 
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sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata 
yang ditujukan kepada orang (pelakunya).4 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,  
mengatur mengenai Struktur organ Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 20 
menyatakan: Organ BPJS terdiri atas Dewan 
Pengawas dan Direksi. 

Dewan Pengawas, Pasal 21ayat: 
(1) Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang 

profesional. 
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang 
unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur 
Pekerja, dan 2 (dua) orang unsur Pemberi 
Kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh 
masyarakat. 

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. 

(4) Salah seorang dari anggota Dewan 
Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sebagai ketua Dewan 
Pengawas oleh Presiden. 

(5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk 
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat 
diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 
(satu) kali masa jabatan berikutnya. 

Pasal 22 ayat: 
(1) Dewan Pengawas berfungsi melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS. 
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas 
bertugas untuk: 
a. melakukan pengawasan atas kebijakan 

pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi; 
b. melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan pengelolaan dan 
pengembangan Dana Jaminan Sosial 
oleh Direksi; 

c. memberikan saran, nasihat, dan 
pertimbangan kepada Direksi mengenai 
kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan 
BPJS; dan 

d. menyampaikan laporan pengawasan 
penyelenggaraan Jaminan Sosial 
sebagai bagian dari laporan BPJS 
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kepada Presiden dengan tembusan 
kepada DJSN. 

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas 
berwenang untuk: 
a. menetapkan rencana kerja anggaran 

tahunan BPJS; 
b. mendapatkan dan/atau meminta 

laporan dari Direksi; 
c. mengakses data dan informasi 

mengenai penyelenggaraan BPJS; 
d. melakukan penelaahan terhadap data 

dan informasi mengenai 
penyelenggaraan BPJS; dan 

e. memberikan saran dan rekomendasi 
kepada Presiden mengenai kinerja 
Direksi. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan 
fungsi, tugas, dan wewenang Dewan 
Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Dewan Pengawas. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
mengatur mengenai Direksi. Pasal 23 
menyatakan pada ayat: 
(1) Direksi terdiri atas paling sedikit 5 (lima) 

orang anggota yang berasal dari unsur 
profesional. 

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden. 

(3) Presiden menetapkan salah seorang dari 
anggota Direksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagai direktur utama. 

(4) Anggota Direksi diangkat untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan 
untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan berikutnya. 

Pasal 24 menyatakan pada ayat: 
(1) Direksi berfungsi melaksanakan 

penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS 
yang menjamin Peserta untuk 
mendapatkan Manfaat sesuai dengan 
haknya. 

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Direksi bertugas 
untuk: 
a. melaksanakan pengelolaan BPJS yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan evaluasi; 

b. mewakili BPJS di dalam dan di luar 
pengadilan; dan 

c. menjamin tersedianya fasilitas dan akses 
bagi Dewan Pengawas untuk 
melaksanakan fungsinya. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Direksi berwenang 
untuk: 
a. melaksanakan wewenang BPJS; 
b. menetapkan struktur organisasi beserta 

tugas pokok dan fungsi, tata kerja 
organisasi, dan sistem kepegawaian; 

c. menyelenggarakan manajemen 
kepegawaian BPJS termasuk 
mengangkat, memindahkan, dan 
memberhentikan pegawai BPJS serta 
menetapkan penghasilan pegawai BPJS; 

d. mengusulkan kepada Presiden 
penghasilan bagi Dewan Pengawas dan 
Direksi; 

e. menetapkan ketentuan dan tata cara 
pengadaan barang dan jasa dalam 
rangka penyelenggaraan tugas BPJS 
dengan memperhatikan prinsip 
transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan 
efektivitas; 

f. melakukan pemindahtanganan aset 
tetap BPJS paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah) dengan persetujuan Dewan 
Pengawas; 

g. melakukan pemindahtanganan aset 
tetap BPJS lebih dari 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah) sampai dengan 
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar 
rupiah) dengan persetujuan Presiden; 
dan 

h. melakukan pemindahtanganan aset 
tetap BPJS lebih dari 
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar 
rupiah) dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan 
fungsi, tugas, dan wewenang Direksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Direksi. 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
mengatur mengenai, Fungsi Badan 
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Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 9 
menyatakan pada ayat: 
(1)  BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi 
menyelenggarakan program jaminan 
kesehatan. 

(2)  BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b 
berfungsi menyelenggarakan program 
jaminan kecelakaan kerja, program 
jaminan kematian, program jaminan 
pensiun, dan jaminan hari tua. 

Dewasa ini peran serta pekerja dalam 
pembangunan nasional semakin meningkat 
demikian pula halnya penggunaan tekonologi di 
berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat 
mengakibatkan semakin tingginya risiko yang 
dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan 
kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu 
upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja 
yang dapat memberikan ketenangan kerja 
sehingga dapat memberikan kontribusi positif 
terhadap usaha peningkatan disiplin dan 
produktivitas kerja.5 

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu 
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk 
santunan berupa uang sebagai pengganti 
sebagian dari penghasilan yang hilang atau 
berkurang dan pelayanan sebagai akibat 
peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa 
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua 
dan meninggal dunia.6  

Menurut International Labour Organization 
(ILO) dalam majalah ASTEK (1985: 11) Social 
Security pada prinsipnya adalah perlindungan 
yang diberikan oleh masyarakat untuk para 
warganya, melalui berbagai usaha dalam 
menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial 
yang dapat mengakibatkan terhentinya atau 
berkurangnya penghasilan. Dari pengertian di 
atas jelaslah bahwa jaminan sosial tenaga kerja 
adalah merupakan perlindungan bagi tenaga 
kerja dalam bentuk santunan berupa uang 
(jaminan kecelakaan kerja, kematian dan 
tabungan hari tua) dan pelayanan kesehatan 
yakni jaminan pemeliharaan kesehatan.7 
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Para pihak dalam penyelenggaraan program 
jaminan sosial yaitu: peserta, (fakir miskin dan 
orang yang tidak mampu, pekerja dan bukan 
pekerja) pemberi kerja, Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) dan Pemerintah. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
Pasal 10 menyatakan: Dalam melaksanakan 
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
BPJS bertugas untuk: 
a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran 

Peserta; 
b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari 

Peserta dan Pemberi Kerja; 
c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; 
d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk 

kepentingan Peserta; 
e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta 

program Jaminan Sosial; 
f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai 

pelayanan kesehatan sesuai dengan 
ketentuan program Jaminan Sosial; dan 

g. memberikan informasi mengenai 
penyelenggaraan program Jaminan Sosial 
kepada Peserta dan masyarakat. 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
mengatur mengenai Wewenang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 11 
menyatakan: Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS 
berwenang untuk: 
a. menagih pembayaran Iuran; 
b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk 

investasi jangka pendek dan jangka panjang 
dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, 
solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, 
dan hasil yang memadai; 

c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan 
atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja 
dalam memenuhi kewajibannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan jaminan sosial nasional; 

d. membuat kesepakatan dengan fasilitas 
kesehatan mengenai besar pembayaran 
fasilitas kesehatan yang mengacu pada 
standar tarif yang ditetapkan oleh 
Pemerintah; 

e. membuat atau menghentikan kontrak kerja 
dengan fasilitas kesehatan; 
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f. mengenakan sanksi administratif kepada 
Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak 
memenuhi kewajibannya; 

g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi 
yang berwenang mengenai 
ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran 
atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 

h. melakukan kerja sama dengan pihak lain 
dalam rangka penyelenggaraan program 
Jaminan Sosial. 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
mengatur mengenai Hak, Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial. Pasal 12 menyatakan: Dalam 
melaksanakan kewenangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, BPJS berhak untuk: 
a. memperoleh dana operasional untuk 

penyelenggaraan program yang bersumber 
dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan program Jaminan Sosial 
dari DJSN setiap 6 (enam) bulan. 

 
B. Sanksi Pidana Bagi Anggota Dewan 

Pengawas dan Anggota Direksi Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011   
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
mengatur mengenai pemberlakuan sanksi 
pidana terhadap anggota Dewan Pengawas dan 
anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial yang melanggar larangan-larangan, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54: 
Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi 
yang melanggar larangan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, 
huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau 
huruf m dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

Sanksi pidana diberlakukan anggota Dewan 
Pengawas dan anggota Direksi Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial yang melakukan 
perbuatan: 
1. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau 

menyebabkan dihapuskannya suatu laporan 
dalam buku catatan atau dalam laporan, 

dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau 
laporan transaksi BPJS dan/atau Dana 
Jaminan Sosial (Pasal 52 huruf g). 

2. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan 
aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial 
(Pasal 52 huruf h). 

3. melakukan subsidi silang antarprogram 
(Pasal 52 huruf i).  

4. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau 
Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi 
yang tidak terdaftar pada Peraturan 
Pemerintah (Pasal 52 huruf j). 

5. menanamkan investasi kecuali surat 
berharga tertentu dan/atau investasi 
peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dan kesejahteraan sosial (Pasal 52 huruf k). 

6. membuat atau menyebabkan adanya suatu 
laporan palsu dalam buku catatan atau 
dalam laporan, atau dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, atau laporan 
transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial 
(Pasal 52 huruf l).   

7. mengubah, mengaburkan, 
menyembunyikan, menghapus, atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan 
dalam pembukuan atau dalam laporan, atau 
dalam dokumen atau laporan kegiatan 
usaha, laporan transaksi atau merusak 
catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana 
Jaminan Sosial (Pasal 52 huruf m). 

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum 
formal menyatakan bahwa apabila suatu 
perbuatan telah mencocoki semua unsur yang 
termuat dalam rumusan tindak pidana, 
perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika 
ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-
alasan tersebut harus juga disebutkan secara 
tegas dalam undang-undang. Ajaran yang 
materiel mengatakan bahwa di samping 
memenuhi syarat-syarat formal, yaitu 
mencocoki semua unsur yang tercantum dalam 
rumusan delik, perbuatan itu harus benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 
perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena 
itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan 
pembenar di luar undang-undang. Dengan 
perkataan lain, alasan pembenar dapat berada 
pada hukum yang tidak tertulis.8 

                                                           
8

Junivers Girsang, Abuse of Power (Penyalahgunaan 
Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan 
Tindak Pidana Korupsi, J.G. Publishing. Jakarta, 2012, hal. 
12-13 
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Pengertian melawan hukum atau 
wederrechtelijk dalam kepustakaan istilah 
melawan hukum mempunyai beberapa arti 
antara lain melawan hukum (tegen het recht) 
tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) 
bertentangan dengan hukum pada umumnya 
(in strijd met recht in het algemeen) 
bertentangan dengan hak pribadi seseorang 
(instrijd mert een onders subjective recht), 
bertentangan dengan hukum objektif (tegen 
het objectieve recht) (tegen het objectieve 
recht) dan sebagainya. 9  Dalam KUHP istilah 
melawan hukum, kadangkala dipakai dalam 
beberapa arti tegen het objectieve recht 
(bertentangan dengan hukum objektif dipakai 
dalam Pasal 333 KUHP); zonder eigen recht 
(tanpa hak sendiri dipakai dalam Pasal 406); in 
strijd met het recht (bertentangan dengan 
hukum dipakai dalam Pasal 167, 378, 522 
KUHP).10 

Sifat melawan hukum perbuatan dapat 
dibedakan antara melawan hukum formil 
dengan melawan hukum materiil. Suatu 
perbuatan yang dinyatakan melawan hukum, 
apabila persesuaian atau mencocoki dengan 
rumusan delik dan sesuatu pengecualian, 
seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, 
hanyalah karena ditentukan tertulis dalam 
undang-undang. Jadi melawan hukum diartikan 
bertentangan dengan undang-undang oleh 
karena itu cara pandang ini disebut cara 
pandang sifat melawan hukum formil. 11 
Sebaliknya tidak selamanya perbuatan 
melawan hukum itu selalu bertentangan 
dengan peraturan undang-undang dan suatu 
perbuatan yang bertentangan dengan 
peraturan undang-undang dan suatu perbuatan 
yang bertentangan dengan undang-undang 
dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang 
tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat 
diartikan baik bertentangan dengan undang 
maupun hukum di luar undang-undang dan 
cara pandang demikian disebut cara pandang 
sifat melawan hukum yang materiil (Bambang 
Poernomo, 1985: 115).12 

                                                           
9
H. Siswanto, S. Politik Hukum Dalam Undang-Undang 

Narkotika, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 
2012, hal. 207. 
10

 Ibid. 
11

 Ibid. 
12

 Ibid, hal. 207-208. 

Kalau kita membicarakan tentang melawan 
hukum secara formal, yakni bertentangan 
dengan undang-undang dalam hal ini undang-
undang pidana akan tetapi mengenai melawan 
hukum secara materiil, yaitu tentang melawan 
hukum menurut sifatnya dari perbuatan yang 
telah dilakukan orang, berlandaskan kepada 
asas-asas umum yang didasarkan pada hukum, 
walaupun hal itu berakar pada kaidah-kaidah 
yang tidak tertulis, maka sebagaimana telah 
dikemukakan sebelumnya dengan adanya Pasal 
1 ayat (1) KUHP bagi dilarangnya sesuatu 
perbuatan pertama-tama diisyaratkan bahwa 
perbuatan dimaksud secara formal adalah 
melawan hukum, maka tugas hakim pidana 
seharusnya tidak berhenti di sini, melainkan 
perlu mempermasalahkan lebih jauh, apakah 
perbuatan yang secara formal melawan hukum 
itu juga secara materiil melawan hukum. Untuk 
itu perlu turut dipertimbangkan asas-asas 
umum, baik yang tertulis maupun yang tidak 
tertulis. Untuk menentukan hal dimaksud 
dibebankan kepada hakim pidana di dalam 
mengadili suatu perkara pidana.13 

Salah satu unsur utama tindak pidana yang 
bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. 
Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang 
tersirat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sifat 
melawan hukum atau wederrechtelijk 
merupakan tugas pembuat undang-undang 
dalam menentukan perbuatan itu dapat 
dipidana menjadikan sifat melawan hukum 
sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini 
rumusan undang-undang akan menjadi 
terlampau luas, selain itu sifat dapat dicela 
kadang-kadang dimasukkan rumusan delik yaitu 
dalam rumusan delik culpa.14  

Ajaran sifat melawan hukum memiliki 
kedudukan yang penting dalam hukum pidana 
di samping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari 
ajaran sifat melawan hukum yang formil dan 
materiil. Ajaran sifat melawan hukum materiil 
dalam hukum pidana Indonesia, terdapat 
hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat.15 

Bagaimana suatu perbuatan dikatakan 
melawan hukum umumnya juga telah terjadi 
kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun 
dalam praktik, melawan hukum materiil telah 
diterima. Suatu tindak pidana dikatakan 
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 Ibid, hal. 211-212. 
14

 Ibid, hal. 214. 
15

 Ibid. 
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bersifat melawan hukum bukan saja karena 
secara formal telah taatbestand dengan isi 
rumusan tindak pidana dalam undang-undang, 
tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh 
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak 
patut. Dengan kata lain, bertentangan dengan 
kesadaran hukum masyarakat. Diterimanya 
ajaran sifat melawan hukum materiil tidak 
berarti suatu tindak pidana melawan hukum 
semata-mata karena bertentangan dengan 
kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga 
sebelumnya bertentangan dengan undang-
undang. Tim RUU KUHP Nasional secara sadar 
mengadopsi aliran neoklasik dalam hukum 
pidana karena melihat kelemahan-kelemahan 
yang mendasar dari baik aliran klasik maupun 
aliran modern (aliran positif). Aliran klasik 
dengan pelabagai cirinya (a.l. doctrine of free 
will, punishment should fit the crime, legal 
definition of crime, determinate sentence, 
daadstrafrecht no empirical research, justice 
model, equal justice, pidana bersifat 
pembalasan) menunjukkan kelemahan yakni 
tidak memperhitungkan harkat dan martabat 
manusia dan terlalu mengutamakan 
kepentingan negara dan kepentingan umum.16 

Menurut Sudarsono, apabila masyarakat 
dapat hidup damai, tenteram dan aman maka 
kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-
baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu 
kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota 
masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan 
pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam 
hal ini hukum pidana sangat besar artinya bagi 
kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana 
adalah: hukum yang mengatur tentang 
kejahatan dan pelanggaran terhadap 
kepentingan umum dan perbuatan tersebut 
diancam dengan pidana yang merupakan suatu 
penderitaan.17  

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui 
dasar pembenaran adanya hukum atau 
penjahan pidana. Dasar pembenaran 
penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai 
berikut: 
1. Teori Absolut 
 Menurut teori absolut tujuan dari 

pemidanaan terletak pada hukum pidana itu 
sendiri, “…barang siapa yang dilakukan suatu 

                                                           
16

 Ibid, hal. 217. 
17

 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, , Cetakan Kelima, 
PT. Rineka Cipta, Jakarta,  2007, hal. 209. 

perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum 
pidana….” Teori ini disebut juga teori 
pembalasan, karena bersifat pembalasan 
(vergelding). Hukum dijatuhkan karena ada 
dosa. 

2. Teori relatif 
Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan 
adalah untuk : 
a. Mencegah;  
b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain 

tidak melakukan kejahatan; 
c. Memperbaiki orang yang melakukan 

tidak pidana; 
d. Memberikan perlindungan kepada 

masyarakat terhadap kejahatan; 
 Teori ini disebut juga teori tujuan, karena 

menitikberatkan pada tujuan hukuman. 
Ancaman hukuman perlu supaya manusia 
tidak melanggar. 

3.  Teori gabungan. 
Menurut teori gabungan, yang merupakan 
kombinasi  antara teori absolut dan teori 
relatif, tujuan penjatuhan pidana karena 
orang tersebut melakukan kejahatan dan 
agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.18 

Beberapa sarjana hukum 
mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, 
ialah:19 
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai 

melakukan kejahatan, baik dengan menakut-
nakuti orang banyak (generale preventie), 
maupun secara menakut-nakuti orang 
tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, 
agar dikemudian hari tidak melakukan 
kejahatan lagi (special prventie); 

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-
orang yang suka melakukan kejahatan agar 
menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat; 

c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana 
demi pengayoman negara, masyarakat dan 
penduduk, yakni: 
1) Untuk membimbing agar terpidana 

insaf dan menjadi anggota masyarakat 
yang berbudi baik dan berguna; 

2) Untuk menghilangkan noda-noda yang 
diakibatkan oleh tindak pidana. 

                                                           
18

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, 
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 66. 
19

Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, 
Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2004, hal. 73. 
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
mengatur mengenai Pemberhentian Anggota 
Dewan Pengawas atau anggota Direksi. Pasal 32 
menyatakan: Anggota Dewan Pengawas atau 
anggota Direksi berhenti dari jabatannya 
karena: 
a. meninggal dunia; 
b. masa jabatan berakhir; atau 

Pasal 33 ayat: 
(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota 

Direksi dapat diberhentikan sementara 
karena: 
a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) 

bulan sehingga tidak dapat 
menjalankan tugasnya; 

b. ditetapkan menjadi tersangka; atau 
c. dikenai sanksi administratif 

pemberhentian sementara. 
(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau 

anggota Direksi diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Presiden menunjuk pejabat sementara 
dengan mempertimbangkan usulan dari 
DJSN. 

(3) Anggota Dewan Pengawas atau anggota 
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikembalikan pada jabatannya apabila 
telah dinyatakan sehat kembali untuk 
melaksanakan tugas atau apabila 
statusnya sebagai tersangka dicabut, atau 
sanksi administratif pemberhentian 
sementaranya dicabut. 

(4)  Pengembalian jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling 
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
dinyatakan sehat atau statusnya sebagai 
tersangka dicabut atau sanksi administratif 
pemberhentian sementaranya dicabut. 

(5) Pemberhentian sementara anggota Dewan 
Pengawas atau anggota Direksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
pengembalian jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh 
Presiden. 

Pasal 34: Anggota Dewan Pengawas atau 
anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya 
karena: 

a. sakit terus-menerus selama 6 (enam) 
bulan sehingga tidak dapat menjalankan 
tugasnya; 

b. tidak menjalankan tugasnya sebagai 
anggota Dewan Pengawas atau anggota 
Direksi secara terus-menerus lebih dari 3 
(tiga) bulan karena alasan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. merugikan BPJS dan kepentingan Peserta 
Jaminan Sosial karena kesalahan 
kebijakan yang diambil; 

d. menjadi terdakwa karena melakukan 
tindak pidana; 

e. melakukan perbuatan tercela; 
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai 

anggota Dewan Pengawas atau anggota 
Direksi; dan/atau 

g. mengundurkan diri secara tertulis atas 
permintaan sendiri. 

Pasal 35: Dalam hal anggota Dewan 
Pengawas atau anggota Direksi berhenti 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a 
atau diberhentikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34, Presiden mengangkat anggota 
Dewan Pengawas atau anggota Direksi 
pengganti untuk meneruskan sisa masa jabatan 
yang digantikan.  

Pasal 36 ayat: 
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan 

anggota Dewan Pengawas dan/atau 
anggota Direksi, Presiden membentuk 
panitia seleksi untuk memilih calon 
anggota pengganti antarwaktu. 

(2) Prosedur pemilihan dan penetapan calon 
anggota pengganti antarwaktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 
Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31. 

(3) Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kurang dari 18 (delapan belas) bulan, 
Presiden menetapkan anggota pengganti 
antarwaktu berdasarkan usulan DJSN. 

(4) DJSN mengajukan usulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berdasarkan 
peringkat hasil seleksi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemilihan dan penetapan calon anggota 
pengganti antarwaktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Presiden. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
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Pasal 1 angka (1): Korporasi adalah kumpulan 
orang dan atau kekayaan yang terorganisasi 
baik merupakan badan hukum maupun bukan 
badan hukum. 

Kejahatan korporasi merupakan ancaman 
yang siginifikan terhadap kesejahteraan 
masyarakat meningkat kehadiran dari 
perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan 
di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan 
mereka pada kelompok yang lebih luas yang 
dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi 
bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh 
korporasi besar. 20 Melihat fenomena inilah, 
muncul tuntutan akan pertanggungjawaban 
korporasi (corporate liability) di bidang hukum 
pidana. Kejahatan korporasi bukan tidak 
dikenal oleh ahli hukum Indonesia menurut 
Mardjono Reksodiputro, ada dua hal yang harus 
diperhatikan dalam menentukan tindak pidana 
korporasi, yaitu sebagai berikut: 
1. Perbuatan pengurus (atau orang lain) yang 

harus dikonstruksikan sebagai perbuatan 
korporasi dan kedua tentang kesalahan 
pada korporasi. Menurutnya hal yang 
pertama untuk dikonstruksikan perbuatan 
pengurus adalah juga perbuatan korporasi 
sehingga digunakanlah asas identifikasi. 
Dengan asas tersebut, perbuatan pengurus 
atau pegawai suatu korporasi, 
diidentifikasikan (dipersamakan) dengan 
perbuatan korporasi untuk sendiri; 

2. Selama ini, dalam ilmu hukum pidana 
gambaran tentang pelaku tindak pidana 
sering dikaitkan dengan perbuata yang 
secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke 
dader) tetapi hal ini dapat diatasi dengan 
ajaran “pelaku fungsional” (functionele 
dader). Setelah kita dapat membuktikan 
bahwa perbuatan pengurus atau pegawai 
korporasi itu dalam lalu lintas masyarakat 
berlaku sebagai perbuatan korporasi yang 
bersangkutan, kesalahan (dolus atau culpa) 
mereka harus dianggap sebagai kesalahan 
korporasi.21 

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak 
mengatur korporasi sebagai subjek hukum. 
Prinsip pertanggungjawaban korporasi 
(corporate liability) tidak diatur dalam hukum 

                                                           
20

 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cet. 1. 
Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 89. 
hal. 89-90. 
21

 Ibid, hal. 90. 

pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring 
dengan kesadaran yang semakin sering 
terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan 
oleh atau atas nama korporasi, muncul 
tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai 
subjek hukum pidana, terutama dalam konteks 
sebagai subjek hukum yang mengatur 
kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena 
anggapan bahwa kejahatan korporasi sering 
merugikan dan mengancam sendi-sendi 
perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap 
harus dapat dipertanggungjawabkan 
perbuatannya secara pidana.22 

Dengan adanya pemberlakuan sanksi 
administrasi dan sanksi pidana bagi anggota 
dewan pengawas dan anggota direksi Badan 
Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial 
diharapkan tujuan pelaksanaan sistem jaminan 
sosial nasional melalui badan penyelenggara 
yang berbentuk badan hukum publik dapat 
dapat berjalan dengan tertib dan dilaksanakan 
dengan penuh tanggung jawab oleh Dewan 
Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara 
Sistem Jaminan Sosial dengan tidak melanggar 
larangan-larang yang telah diatur dalam 
perundang-undangan, sehingga pengelolaan 
Dana Jaminan Sosial dapat dipergunakan 
seluruhnya bagi pengembangan program dan 
untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta 
jaminan sosial. 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Larangan bagi anggota Dewan Pengawas 

dan anggota Direksi Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial yakni untuk mencegah 
terjadinya penyalahgunaan fungsi, tugas, 
wewenang, hak dan kewajiban sebagai 
badan penyelenggara jaminan  sosial yang 
berbentuk badan hukum publik.  Bentuk-
bentuk larangan bagi anggota Dewan 
Pengawas dan anggota Direksi Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial dalam 
pengelolaan dana jaminan sosial sebagai 
upaya untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum terpenuhinya hak peserta 
jaminan sosial untuk memanfaatkan 
pengembangan program jaminan sosial dan 
dapat dipergunakan seluruhnya untuk 
kepentingan Peserta. 
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2. Sanksi pidana bagi anggota Dewan 
Pengawas dan anggota Direksi, Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, yakni 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) apabila melakukan tindak 
pidana sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial. Pemberlakuan sanksi 
pidana dimaksudkan untuk memberikan 
efek jera bagi pelaku dan bagi anggota 
Dewan Pengawas dan anggota Direksi, 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
lainnya tidak melanggar bentuk-bentuk 
larangan yang berlaku.    

 
B. SARAN  
1. Untuk mencegah anggota Dewan Pengawas 

dan Anggota Direksi, Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial  melanggar larangan-
larangan yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, maka diperlukan 
upaya pengawasan yang efektif terhadap 
BPJS baik secara internal oleh organ 
pengawas BPJS, yang terdiri atas: Dewan 
Pengawas dan satuan pengawas internal 
dan pengawasan eksternal oleh (Dewan 
Jaminan Sosial Nasional) DJSN dan lembaga 
pengawas independen. 

2. Sanksi pidana bagi anggota Dewan 
Pengawas dan Anggota Direksi, Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu 
diberlakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk 
memberikan efek jera, dengan pidana 
penjara paling lama dan pidana denda 
paling banyak apabila terbukti melakukan 
tindak pidana dalam pemeriksaan di 
pengadilan. 
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